Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR Q4TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PEGAWAI TIDAK TETAP KATEGORI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai
tidak tetap dan guna menunjang, memantau
pelaksanaan kerja Pegawai Tidak Tetap Kategori
Tertentu (PTT-KT) yang mempunyai tugas membantu
kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi PTT-KT serta mengingat terbatasnya Pegawai
Negeri Sipil, maka perlu untuk memenuhi kebutuhan
aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dan
diatur tentang PTT-KT;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengembangan Kompetensi Pegawai Tidak Tetap
Kategori Tertentu;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas
di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4879);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2006) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Bantuan Pendidikan Bagi Pegawai
Tidak Tetap Kategori Tertentu (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEGAWAI TIDAK TETAP KATEGORI
TERTENTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas.



(1)

(2)

Pejabat Pembina Kepegawaian PPK adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pegawai Tidak Tetap Kategori Tertentu yang selanjutnya
di singkat PTT-KT adalah Pegawai Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang disekolahkan D.IV/S-1 yang terikat
perjanjian untuk mengabdi selama 10 (sepuluh) Tahun
terhitung mulai tanggal (TMT) setelah menempuh
Pendidikan D.IV/S-1.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah.
Laporan Penilaian Kinerja PTT yang selanjutnya disebut
LK-PTT adalah proses penilaian secara sistematis yang
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap
kinerja PTT.
BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

PTT-KT berkedudukan sebagian Pegawai Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas dan tidak
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Penempatan PTT-KT yang telah selesai menempuh
pendidikan diusulkan kepada PPK melalui Kepala
BKPSDM sesuai dengan jurusannya masing-masing.
PTT-KT diperbolehkan untuk mengabdi di perusahaan
swasta dan Negeri dan instansi vertikal dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di wilayah
Kabupaten Kepulauan Anambas setelah mendapat
rekomendasi PPK melalui BKPSDM.



(4)

(5)

PTT-KT yang lulus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
lingkungan Kementerian/Instansi vertical /Provinsi
Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas
dapat dibebaskan dari mengganti biaya pendidikan.
Kesempatan untuk bekerja di Perusahaan Migas
dan/atau Perusahaan lainnya di wilayah Kabupaten
Kepulauan Anambas bagi PTT-KT dapat diberikan bagi
yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
kebutuhan perusahan dan harus mendapat izin PPK.

BAB III
HONORARIUM

Pasal 3

PTT-KT yang telah diangkat sebagai PTT berhak memperoleh
penghasilan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IV
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4
PTT-KT berhak atas kesempatan Pengembangan

Kompetensi.

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan melalui:

a. Permohonan melanjutkan pendidikan jenjang Strata
II (S-2);

b. Pendidikan dan Pelatihan;

c. Bimbingan Teknis; dan

d. Seminar/Lokakarya.

Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi bagi PTT-KT dapat diberikan sesuai

jurusan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah

dengan menunjukkan LK-PTT minimal bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pembiayaan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi bagi PTT-KT dapat bersumber dari

pemberian beasiswa pihak ketiga dan atau pembiayaan

pribadi.



(9

(6)

Pemberi beasiswa dapat berasal dari:

a. Lembaga pemerintah non kementerian;

b. Pemerintah Negara lain;

c. Badan Internasional; dan

d. Badan swasta dalam negeri maupun luar negeri yang

memiliki program beasiswa yang terstruktur dan sah

sesuai ketentuan program beasiswa.

PTT-KT yang mendapat kesempatan melanjutkan

pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

Menyampaikan surat permohonan bermaterai dan
ditandatangani yang ditujukan kepada Bupati
melalui Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini;

melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan
Perangkat Daerah tempatnya bekerja sebagaimana
tercantum pada Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
melampirkan surat yang menerangkan bahwa
Perguruan Tinggi yang dituju telah terakreditasi
minimal B oleh lembaga yang berwenang;
membuat surat pernyataan bermaterai bersedia
menyelesaikan Pendidikan dengan baik dan tepat
waktu sesuai masa wajib selesai pendidikan
Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum pada
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini;

membuat Surat Pernyataan bermaterai bersedia
memberikan pernyataan yang benar terkait
pendidikan yang diambil;

melampirkan surat pernyataan bermaterai sebagai
penerima beasiswa bagi yang mendapatkan

pembiayaan pendidikan dari pemberi beasiswa;



(8)

(10)

(11)

(1)

g membuat surat pernyataan bermaterai dan
bersedia menyelesaikan masa pengabdian selama
10 (sepulub) tahun sebagaimana tertuang dalam
perjanjian kontrak penerima beasiswa PTT-KT dan
mengimplementasikan  ilmu di = Kabupaten
Kepulauan Anambas setelah menyelesaikan;

h. pendidikan sebagaimana tercantum pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini; dan

i. membuat surat pernyataan bermaterai tidak ikut
serta dalam kegiatan partai politik dan organisasi
terlarang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

PTT-KT yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi diberhentikan sementara sebagai PTT
Kabupaten Kepulauan Anambas selama menempuh
pendidikan.

PTT-KT diangkat kembali setelah selesai melaksanakan
pendidikan dan melaporkan kepada PPK melalui Kepala
BKPSDM.

PTT-KT sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak berhak
atas honorarium PTT selama melanjutkan Pendidikan.

Wajib Melaporkan perkembangan studi per semester
dalam bentuk kartu hasil studi (KHS).

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 5

BKPSDM melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada PTT-KT selama proses pendidikan.

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan atau dilaporkan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) PTT-KT yang melanjutkan pendidikan, selama proses
pendidikan tidak mengurangi masa pengabdiannya
kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

(2) PTT-KT yang menempuh pendidikan bermaksud
mengajukan surat pemberhentian/pindah kerja,
diwajibkan mengganti biaya pendidikan yang terdiri
dari atas:

a. biaya pendidikan;
b. biaya penunjang pendidikan; dan

c. gaji selama menempuh pendidikan.

(3) Mekanisme Pengembalian kerugian Daerah dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan cara pembayaran tunai oleh PTT-KT yang
bersangkutan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas dengan melampirkan bukti
pengembalian ke BKPSDM.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Di tetapkan di Tarempa

da tanggal Juli 2019
No. | PARAF KOORDINASI PARAFN 3 & i
/gUPATI KEPU AN ANAMBAS,
1. SEKRETARIS DAERAH
2. ASS. UMUM /’
3. KABAG HUKUM l;
: K{ AB L HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN

BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR



Lampiran | : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : ZF Tahun 2019
Tanggal : is Februari 2019
Kepada Yth.

Bupati Kepulauan Anambas
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
di-

Perihal : Permohonan Tugas Belajar
Melanjutkan Pendidikan

(vg dituju)

Tarempa

Saya yang bertanda tangan dibawah ini -
Nama :
NIPTT
Jabatan
Pendidikan Terakhir
No HP
Alamat Email
Perguruan Tinggi
Yang dituju
Dengan ini mengucapkan terima kasih atas persetujuan Bapak kepada

saya untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan
tinggi yang bersangkutan. Saya laporkan kepada Bapak bahwa saya telah
dinyatakan lulus dalam tes seleksi dimaksud (daftar nama kelulusan terlampir).
Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak agar berkenan kiranya memberikan
persetujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan ............ (vang dituju).
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Melanjutkan Pendidikan (dibuat oleh PTT-KT yang

bersangkutan);

2. Surat Rekomendasi Melanjutkan pendidikan Kepala Perangkat Daerah;

3. Surat Akreditasi Perguruan Tinggi (yang dimaksud)

4. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa (bagi yang mendapatkan pembiayaan
pendidikan dari pihak donor dan pernyataan tidak mengikat)

Surat Pernyataan bersedia menyelesikan pendidikan selama 2 (dua) Tahun
Surat Pernyataan bersedia memberikan pernyataan yang benar terkait
perkuliahan
7. Surat Pernyataan penempatan kembali
8. Surat Pernyataan komitmen
9. Surat Pernyataan tidak ikut serta dalam kegiatan politik

10. Surat Pernyataan tidak melakukan tuntutan

11. Fotocopy Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi (yang dimaksud);
12. Fotocopy Surat Keputusan PTT Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas.

o o



Demikian saya sampaikan, semoga Bapak berkenan mengabulkan
permohonan ini. Atas perhatian dan kebaikan Bapak, saya ucapkan terima
kasih.

Hormat Saya,

MATERA

A " - BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No. | PARAF KOORDINAS! PARAF
| SEKRETARIS DAERAH

2. ASS. UMUM 4AB L HARIS
3 KABAG HUKUM \"(\




Lampiran II :  Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 27 Tahun 2019
Tanggal : /S Pebruari 2019

KOP OPD
%

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap tersebut dibawah ini -
Nama ]

NIPTT

Jabatan

Unit Kerja

Alamat

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas, dengan ini memberikan Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan
kepada saudara untuk melanjutkan pendidikan ............... (vg dituju) pada
....................... (nama perguruan tinggi yang dituju).

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
TOEBtR o o e R e

Kepala Perangkat Daerah

BUPATI KEPULAUAN AMBAS,
No. | PARAF KOORDINASI PARAF
1. | SEKRETARIS DAERAH [
§
2. ASS. UMUM

yAB L HARIS

3. KABAG HUKUM &
S— »



Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 277 Tahun 2019
Tanggal : /5" Februari 2019

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap S IR e S LY s
NIPTT R e N B BN o
Jabatan 2 DS == U v Mo
Unit Kerja b bt R L s
Instansi R I L e
Alamat Kantor [PTICIIE  e C
Rumah R e

Telp. / HP R e R T e

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Mahasiwa yang
melanjutkan pendidikan di ...............cooeevieiiiniiii

A. Bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Program
Melanjutkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian
PTT-KT.

B. Bersedia menerima sanksi bila mengundurkan diri setelah adanya
penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

C. Bersedia menyelesaikan proses pendidikan dengan tepat waktu sesuai
ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi dan Peraturan Bupati tentang
PTT-KT.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tarempa,.. .
Yang membuat Pernyataan

Materai 6000

N o= BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

| No. | PARAF KOORDINAS] PARAF'
SEKRETARIS DAERAH k
2. | Ass.umum : ¢ABD L HARIS
| 3. KABAG HUKUM I—X
: SRR :



Lampiran IV :  Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 2# Tahun 2019
Tanggal : 5" Februari 2019

SURAT PERNYATAAN UNTUK BEKERJA KEMBALI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Namia LengRap| : ........oooiiiiminishssnsmososssssssss
NIPTT

Jabatan

Unit Kerja

Instansi

Alamat Kantor

Rumah

Telp. / HP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri:
MENYATAKAN

A. Bersedia bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi
tempat bekerja semula dengan kewajiban kerja sesuai dengan peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bersedia mematuhi konsekuensi yang akan dihadapi apabila tidak
menjalankan ketentuan kewajiban kerja yang berlaku sebagaimana yang

tercantum dalam Peraturan Bupati tentang PTT-KT.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat Pernyataan,

MATERAL
&.000,-

..............................

e B BUPATI KEPULAUAN ANNAMBAS,

No. | PARAF KOORDINASI PARAFR
1 SEKRETARIS DAERAH '-
2 ASS. UMUM

3. KABAG HUKUM S’




Lampiran V : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : XF Tahun 2019
Tanggal : /S Februari 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap R el LS B o
NIPTT AT s B e Bl S T,
Jabatan e
Unit Kerja e L
Instansi 2 e e a e O s o e R A
Alamat Kantor g S e
Rumah SR SO T R

Telp. / HP R M e s

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Mahasiswa yang
melanjutkan pendidikan di ..............ooooooiiiiiiiii

MENYATAKAN

A. Bersedia untuk tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik dan/atau
organisasi terlarang dalam bentuk apapun selama mengikuti pendidikan di
perguruan tinggi.

B. Bersedia menerima sanksi jika melanggar pernyataan sebagaimana pada
huruf a sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

AE2175137, - S e
Yang membuat Pernyataan,

Materai 6000

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No. | PARAF KOORDINASI PARAF

1.- SEKRETARIS DAERAH

2. ASS. UMUM %AB L HARIS
3. KABAG HUKUM




Lampiran VI :  Peraturan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : 27} Tahun 2019
Tanggal : /S Februari 2019
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap N T o e
NIPTT IR BN
Jabatan e S TR R o
Unit Kerja i e e S DR,
Instansi § et R e A
Alamat Kantor R oacn s B o B T
Rumah Rt ae s s

Telp. / HP e

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri guna meanjutkan
pendidikan. Menyatakan bahwa tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk
apapun kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap segala
sesuatu yang dapat timbul pada PTT-KT selama mengikuti atau setelah selesai
mengikuti pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada
paksaan dari pihapk manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

darethpae o =
Yang membuat Pernyataan,

Materai 6000

~. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No. PARAF KOORDINASI PARAF

i SEKRETARIS DAERAH

2. ASS. UMUM %AB L HARIS
3L KABAG HUKUM \'x



